
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  tunggal,  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat dan tanggal  lahir  Banjarmasin,  04 September 1989,  agama

Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat

kediaman di Jalan Wana Bakti Komp. Cahaya Ratu Elok

No.09 Rt.010 Rw.002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan

Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai  Penggugat

m e l a w a n

Tergugat., tempat dan tanggal lahir Palembang, 28 November 1982, agama Islam,

pekerjaan  Tidak  Bekerja,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Wana Bakti Komp.

Cahaya Ratu Elok No.09 Rt.010 Rw.002, Kelurahan Sungai

Besar,  Kecamatan Banjarbaru Selatan,  Kota Banjarbaru,

Tetapi Saat Ini Berada Di Lp (lembaga Pemasyarakatan)

Jalan M. Johansyah (rutan Kandangan) No.37. Rt.- Rw.-,

Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten

Hulu Sungai Selatan sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  11 Februari 2022

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banjarbaru,  Nomor

160/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal  14 Februari 2022, telah mengajukan gugatan

cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,

yang menikah pada hari Rabu  tanggal 14  Mei  2014, yang tercatat pada

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Balikpapan  Tengah Kota Balikpapan

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ---------------------  tertanggal 14  Mei

2014;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah,

Penggugat berstatus  perawan  dan  Tergugat  berstatus jejaka,  dan  hingga

saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat  bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan

Wana  Bakti  Komp.  Cahaya  Ratu  Elok No.09  RT.010 RW.002,  Kelurahan

Sungai  Besar, Kecamatan Banjarbaru  Selatan,  Kota Banjarbaru selama

kurang  lebih  3  tahun  dan terakhir  kumpul di alamat tersebut sampai

berpisah;

4. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat telah  hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri  (ba'da

dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama: 

- Anak Pertama, lahir Banjar 20 Januari 2016 (umur 6 tahun);

- Anak  Kedua,  lahir  Banjarbaru   04  April  2018  (umur 3

tahun); 

Yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak  tahun

2015  kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan

acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat kurang memberi nafkah lahir batin;

b. Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;

c. Tergugat mabuk-mabukan;

d. Tergugat sering berhutang;
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e. Tergugat mendapat  hukuman penjara selama 5 tahun 6

bulan;

f. Tergugt sering memukul bahkan sampai mengancam dn

menganiaya;

g. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam

bahkan sampai pagi;

h. Tergugat  juga  egois  mau  menang  sendiri  dan  sering

berbohong dengan Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan

Penggugat terjadi  pada  bulan Oktober  2018 ,  Penggugat  sudah  cukup

bersabar dengan sifat Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan pada

akhirnya Tergugat di tangkap pihak kepolisian Kabupaten Banjar karena kasus

narkoba telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan

suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada

kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk

menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun

dan  harmonis  kembali  dalam membina rumah tangga serta

mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  yang  demikian  maka tujuan  untuk  menciptakan keluarga  yang

sakinah  mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan

Penggugat tidak sanggup lagi  untuk membina rumah tangga dengan

Tergugat;

11. Bahwa,  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh biaya  yang

timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

yang  memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan  menerima,
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memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Febby

Adrian bin Ibrahim (alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

 Atau  apabila  Majelis Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang seadil-

adilnya;  

Kehadiran Para Pihak

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  datang

menghadap  di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas)  Nomor  160/Pdt.G/2022/PA.Bjb  yang  dibacakan  di  persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim  telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar

tidak  bercerai dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  yang  maksud  dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian 
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Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Penggugat, NIK.

----------------------, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 10 RW 02 Kelurahan

Sungai  Besar,  Kota Banjarbaru, tanggal  12 Februari  2022. Bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  ----------------,  yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan

tanggal 14 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

diberi tanda P.2;

3. Fotokopi putusan Nomor --------------------------, yang dikeluarkan

oleh  Pengadilan  Negeri Martapura,  tanggal  22  Juli  2019.  Bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa  Penggugat  mencukupkan  dengan  alat  bukti  surat  di  atas  dan

menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menegaskan tetap

pada pendiriannya minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat

dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Pertimbangan Pemeriksaan Hakim Tunggal 

Menimbang bahwa oleh karena 2 (dua) orang hakim sedang melaksanakan

cuti karena sakit sehingga jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru

tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang

hakim,  maka  berdasarkan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor
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145/KMA/HK.05/11/2018  perihal  Dispensasi/Izin  Sidang  dengan  Hakim  Tunggal

tanggal 13 Nopember 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  surat  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  adalah

mengenai  cerai  gugat  antara  orang  Islam  yang  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama  dan Penjelasannya dalam huruf  a  angka 9,  maka

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai

gugat  berlaku ketentuan Pasal  73 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009 jo.  Pasal  132  Kompilasi  Hukum Islam.  Berdasarkan

ketentuan  tersebut,  oleh  karena  Penggugat  bertempat  kediaman  di  wilayah

Kota  Banjarbaru,  maka  Pengadilan  Agama  Banjarbaru  secara  kompetensi

relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  mendalilkan

Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  yang  telah

tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.  Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum

dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara  a quo,  sehingga

Penggugat mempunyai  legal  standing  untuk mengajukan gugatan perceraian

perkara a quo (legitima persona standi in judicio); 

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat
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Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (without

default reason);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  Hakim   telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan

Pasal 154 ayat (1) R.Bg  jo.  Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek   

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  maka  harus

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara

verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; 

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari hasil telaah gugatan Penggugat dapat disimpulkan

bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal

19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf c dan f

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan

apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang
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meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut.  Oleh  sebab  itu,  Tergugat

harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian

yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk

memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal  ini  sejalan

dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa

pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  prinsip  utama  dalam  hukum  pembuktian  adalah

siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283

R.Bg.  Pembebanan  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  di  atas  harus

ditetapkan  menurut  keadaan  yang  patut  (billijkheid)  yaitu  relevansi  alat-alat

bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh

para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib

dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah  benar  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering

diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah  benar  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan

dipertimbangkan sebagai berikut: 
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- Bahwa  bukti  P.1  s/d  P.2  yang  diajukan  Penggugat  telah  diberi

meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok,  dan isinya relevan dengan materi  perkara  ini.  Dengan  demikian,

bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai  jo.  Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Penyesuaian  Bea  Meterai  di  Lingkungan

Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh

pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh

Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskracht),  sebagaimana  ketentuan

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa  bukti  P.1  berupa  surat  keterangan  domisili  atas  nama

Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di

wilayah Kota Banjarbaru. Meskipun Bukti P.1 bukan merupakan bukti otentik,

namun  pada  persidangan  oleh  Tergugat  tidak  pernah  mengajukan  eksepsi

kewenangan relatif sehingga oleh Majelis Hakim nilai bukti tersebut sekaligus

menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara

relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

- Bahwa  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dalam

perkara  a  quo  merupakan  bukti  utama  (prima  facie  evidence)  terhadap

suatu  perkawinan  berdasarkan  agama  dan  perundang-undangan.

Berdasarkan  bukti  tersebut,  harus  dinyatakan  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal  14 Mei 2014

yang  hingga  kini  belum  pernah  bercerai.  Selanjutnya  dari  hubungan

perkawinan  tersebut  dijadikan  alas  dasar  oleh  Penggugat  untuk

mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum  Islam  telah  terpenuhi,  sehingga  Penggugat  memiliki  kapasitas
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sebagai pihak dan mempunyai  legal standing  untuk mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugt;

- Bahwa pada bukti P.3 berupa asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri

Martapura diterangkan bahwa Tergugat  terbukti  secara sah dan meyakinkan

bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Secara  Tanpa  Hak  Menjual  Narkotika

golongan I” terbukti Tergugat mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6

(enam bulan).

Menimbang,  merujuk  pada  dalil-dalil  dan  bukti-bukti  yang  diajukan

Penggugat, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada tanggal 14 Mei 2014;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana dan

dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam bulan).

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta

hukum  tetap  bagi  Hakim  dalam  mempertimbangkan  apakah  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud

dalam ketentuan Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf c dan f KHI.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo.  Pasal 116 huruf c KHI

menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: …c. Salah

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

setelah perkawinan berlangsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan menegaskan

“Gugatan  perceraian  karena  alasan  salah  seorang  dari  suami-istri

mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat

sebagai  dimaksud  dalam  Pasal  19  huruf  c,  maka  untuk  mendapatkan

putusan  perceraian  sebagai  bukti  Penggugat  cukup  menyampaikan

salinan  putusan  Pengadilan  yang  memutuskan  perkara  disertai
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keterangan  yang  menyatakan  bahwa  putusan  itu  telah  mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.”

Menimbang, bahwa apabila fakta Penggugat dan Tergugat menikah pada

tanggal 05 April 2018 dihubungkan dengan fakta pada bulan Januari 2020 Tergugat

divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru dan mendapat hukuman pidana

penjara selama 10 (sepuluh) tahun maka diketahui bahwa hukuman penjara yang

dijatuhkan  Pengadilan  Negeri  Banjarbaru  terhadap  Tergugat  terjadi  setelah

perkawinannya dengan Penggugat sehingga dalil Penggugat yang minta diceraikan

dari Tergugat dengan sebab Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima)

tahun patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  dapat  diputuskan  dengan  alasan  Tergugat

mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun. 

Menimbang, bahwa  terlepas dari  vonis yang dijatuhkan terhadap Tergugat

tersebut, keadaan keduanya  yang  telah berpisah tempat tinggal  karena Tergugat

berada di penjara dan Penggugat hanya satu kali menjenguk Tergugat itupun hanya

demi  kepentingan  anaknya  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus,

saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak

lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara

Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim telah berusaha memberikan

nasihat kepada Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun

ternyata nasihat itu tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan

Tergugat.

Menimbang,  bahwa keadaan  rumah  tangga  demikian  hanya  akan

menimbulkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak, hal mana justeru

tidak  dikehendaki  dalam suatu  perkawinan.  Karena  itu,  Pengadilan  berpendapat

kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat harus dihilangkan. Hal

ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح    المفاسددرء  جلب على مقدم
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Artinya : “Menolak  kemudharatan  harus  didahulukan  dari  pada  menarik

kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa  di  dalam kesimpulannya, Penggugat  dengan  tegas

menyatakan tidak  ingin  lagi  hidup  bersama  Tergugat  dan  menghendaki  segera

bercerai dengan Tergugat. Dari sikap tersebut dapat diketahui rasa cinta Penggugat

terhadap Tergugat sudah pudar.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam

sebagaimana termaktub dalam Kitab  Fiqhu as-Sunnah juz II  halaman 248 yang

selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

ini, pendapat tersebut berbunyi:

اعتراف  الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا اليذاء وكان الزوج أو

ل  معه  مما بينهما الصلح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام يطاق

.بائنة طلقة طلقها

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

yang  pantas  antara  keduanya,  dan  Hakim  tidak  berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak,  maka  Hakim  dapat

menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa selanjutnya 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

f KHI menyebutkan …f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang,  bahwa  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  Penggugat  di

persidangan, tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan

Tergugat  sehingga  dalil  Penggugat  tentang  ketidakharmonisan  rumah

tangganya karena sering berselisih dan bertengkar dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 menyebutkan  untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Merujuk pada

pertimbangan-pertimbangan sebelumnya,  meskipun dalil  tentang perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  terbukti  namun  dengan

ditemukannya fakta Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun

maka Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan

Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atas adalah

talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru

dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud

Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka

berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya

yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari  Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Rajab 1443 Hijriah oleh  Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. Hakim Tunggal

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa

perkara dan dibantu oleh  Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.

1

Pendaftaran Rp  30.000,00

2

.

2

Proses Rp  75.000,00

3

.

3

Panggilan Rp250.000,00

4

.

PNBP Panggilan Rp  20.000,00

5

.

4

Redaksi Rp  10.000,00

6.

5

Meterai Rp  10.000,00

Jumlah Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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